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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEFUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINS] SULAWESI TENGGARA,

Menimbang

. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomeor 446 Tahun 2023 tentang Pengangkatan
Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tenggara Periode 2023-2028, telah menetapkan
Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tenggara Periode Tahun 2023-2028;

. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan
terhadap susunan Tim Pembina dan Tim Teknis
Jarnngan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2023;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tenggara tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim

Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
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Mengingat

Komisi Pemilihan Umum Provinai Sulawesi Tenggara
Tahun 2023;

. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801):

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang

Jaringan Dokumentas: dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
MNomor 82);
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6. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang
Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan
Informasi Hukum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

&. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor (8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
377;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretanat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 984), sebagaimanatelah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMIST PEMILIHAN @ UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWES] TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINS] SULAWESI
TENGGARA TAHUN 2023.
Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023
sepanjang pada jabatan Tim Pembina, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi
hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat
diakses secara cepat dan mudah;

b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum
nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah
satu  wujud ketatapemerintahan vang baik,
akuntabel, transparan, efektif, dan efisien:

c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan vyang
berkaitan dengan bidang hukurn;

d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya
manusia untuk meningkatkan kapasitas tim

pengelola;
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e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
KETIGA :  Segala biaya yvang timbul akibat pelaksanaan Keputusan
ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2023 Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tenggara Bagian Anggaran 076 Tahun 2023.
KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 12 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGCARA,

ttd.

ASRIL

Salinan sesuai dengan aslinya

/WTARI&T KOMIST PEMILIHAN UMUM
751 \PROVINS] SULAWESI TENGGARA

is Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
asvarakat, Hukum dan SDM
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2023

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

| ; KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN DALAM TIM
1. | Asril et lKEL) Provis Ketua Pemhina
Sulawesi Tenggara
2. | Hazamuddin AniggotE K,PU Fruvinsl Pemhina
Sulawesi Tenggara
Suprihaty Prawaty Anggota KPU Provinsi ; .
. Nengtias Sulawesi Tenggara =
% Muhammad Mu’min Anggota KPU Provinsi Pt
' | Fahimuddin Sulawesi Tenggara i
5. | Amiruddin srtggie IO U 1 roving Pembina
Sulawesi Tenggara
o Sekretaris KPU Provinsi .
©. |TnTulena Sulawesi Tenggara SsshRIng

Salinan sesuai dengan aslinva

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 12 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINS| SULAWESI TENGGARA,

ttel.

ASRIL

SEKRETARIAT KQMISI PEMILIHAN UMUM

| PROVINSI 8

ES]I TENGGARA

_Kepala Bagian fleknis Penvelenggaraan Pemilu, Partisipasi

odan

T

{

Hubungafi Masyarakal, Hukum dan SDM
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